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ABSTRACT

The birth of several non-structural institutions is a sign that the development of

Indonesia's state system is a responsibility to existing problems. The Corruption
Eradication Commission is one of the institutions that was founded in 2003. This
was born because the culture of corruption has spread to state administrators,
including the police and prosecutors. The Corruption Eradicati.on Commi§smn has
independent characteristics in carrying out its duties, nan_:lely it must avoid power
intervention by both legislative, executive and judicial pOWers. Because In
essence, the three components of the branch of power are the main components in
the administration of the State which are also objects of the supervision of the
Corruption Eradication Commission in determining_ state losses. However, the
performance of the Corruption Eradication Commuission has not escaped the

! ' it 1 i f power. Law
ublic scrutiny because it is often considered to be an abuse of po
I;:Iumber 19 oz 2019 concerning the second amendment to Law Number 30 of

2002 concerning the Corruption Eradication Commission has crea_ted the KPK
Supervisory Board which is alleged to be able to carry out the function of chet_:ks
and balances. This is certainly a new history of thf: enforcement of cox:rupuon
laws,, in which the Council has an equal position with the KPK leadership. And

the authority given to the Corruption SuRervnsory Board is also quite central. This

Keywords: Corruption Crime, Corruption Eradication Commission, State
Administration,
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ABSTRAK

Lahirnya beberapa Lembaga — Lembaga non-struktural adalah sebagai
tanda bahwa berkembangnya tata negara Indonesia hal ini sebagai responsibilitas
terhadap permasalahan yang ada. Komisi pemberantasan korupsii merupakan
salah satu Lembaga yang berdiri sejak tahun 2003 hal ini lahir karena telah
menjalarnya budaya korupsi pada penyelenggara negara, tak terkecuali dalam
tubuh kepolisian dan kejaksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki
karakteristik independen dalam melaksanakan tugasnya yaitu harus terhindar dari
intervensi kekuasaan baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karena pada
hakikatnya, ketiga komponen cabang kekuasaan tersebut merupakan komponen
utama dalam penyelenggaraan Negara yang juga objek dari pada pengawasan
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menentukan kerugian Negara. Namun
kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tidak Iuput dari sorotan publik karena
sering kali dianggap bisa abuse of power. Undang -undang Nomor 19 tahun 2019
tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah melahirkan Dewan Pengawas
KPK yang diharapkan bisa melaksanakan fungsi check and balances, hal ini
tentunya menjadi sejarah baru terhadap penegakan hukum korupsi, yang mana
Dewan Pengawas memiliki kedudukan yang setara dengan pimpinan KPK serta
kewenangan yang diberikan terhadap Dewan Pengawas KPK juga cukup sentral.
Dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan
metode pendekatan perundang-undangan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi,
Ketatanegaraan,
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